
1. Jumlah Peserta yang Mengikuti 

Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan 

Gedung kepada Penyelenggara 

Bangunan Gedung, dan Masyarakat

2. Jumlah Lisensi Arsitek yang 

Diterbitkan dan Diperpanjang

3. Jumlah Kabupaten/Kota yang 

mendapatkan Pembinaan dan 

Pengawasan Pembangunan Bangunan 

Gedung Negara

4. Jumlah Laporan Pengelolaan Teknis 

Pembangunan Bangunan Gedung 

Negara dan Rumah Negara yang 

tersusun

1. Jumlah Bangunan dan Lingkungan 

Kawasan Cagar Budaya, Kawasan 

Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan 

Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 

yang Ditata

2. Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis 

Penataan Bangunan dan Lingkungan di 

Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan 

Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang 

Disusun

3. Jumlah Dokumen Pengawasan 

Penataan Bangunan dan Lingkungan

4. Jumlah Kabupaten/Kota yang 

mendapatkan pembinaan Penataan 

Bangunan dan Lingkungan

5. Jumlah Laporan Hasil Rapat dan 

Koordinasi Penataan Bangunan dan 

Lingkungan

1. Jumlah kabupaten/kota yang 

mengupdate sistem informasi jasa 

konstruksi

2. Jumlah informasi proyek jasa 

konstruksi APBD Provinsi

3. Jumlah pelayanan umum yang 

terlaksana

Terlaksananya Penyelenggaraan 

Penataan Bangunan Gedung

Terselenggaranya pelayanan umum dan  

penyediaan data dan informasi bidang 

konstruksi

Terselenggaranya pembinaan 

masyarakat jasa konstuksi

Terselenggaranya pengawasan 

pelaksanaan jasa konstruksi
Tersusunnya NSPK jasa konstruksi

INDIKATOR KINERJA

Jumlah Produk Hukum Peraturan 

Daerah yang tersusun 

INDIKATOR KINERJA

Jumlah laporan hasil pengawasan untuk 

penyelenggara jasa konstuksi

INDIKATOR KINERJA

Jumlah pembinaan terhadap 

masyarakat jasa konstruksi

Meningkatnya Persentase Tenaga Kerja 

Konstruksi yang terlatih 

Terselenggaranya Penataan Bangunan 

Gedung

Meningkatnya pelayanan umum dan  

penyediaan data informasi 

INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

1. Jumlah penyelenggaraan pelatihan tenaga 

kerja konstruksi yang dilaksanakan

2. Jumlah NSPK terhadap penyelenggaraan jasa 

konstruksi 

3. Jumlah pembinaan terhadap masyarakat jasa 

konstruksi

4. Jumlah dokumen laporan hasil pengawasan 

untuk penyelenggara jasa konstruksi

1. Jumlah pelayanan umum yang 

terlayani

                                             

         2. Jumlah data cakupan informasi 

melaui sistem informasi

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

Jumlah Penataan Bangunan Yang 

Terselenggara

Jumlah Penataan Bangunan dan 

Lingkungan yang Terselenggara

Meningkatnya kuantitas/kualitas 

Penataan Bangunan

Meningkatnya Kuantitas/Kualitas 

Penataan Bangunan dan Lingkungan

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya kuantitas/kualitas tenaga kerja konstruksi 

yang terlatih yang berstandar teknis

INDIKATOR KINERJA

Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah 

Provinsi yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli

Meningkatnya Pembinaan Jasa Konstruksi

INDIKATOR KINERJA

1. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih

2. Jumlah data cakupan pekerjaan konstruksi 

provinsi yang diupdate melalui sistem informasi 

     

3. Jumlah tata kelola perkantoran dan Kepegawaian 

UPTD

Meningkatnya Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung dan 

Lingkungan Yang Berstandar Teknis

INDIKATOR KINERJA

1. Persentase Penataan Bangunan Gedung Yang Tertangani

2. Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan 

yang tertangani          

Persentase Penyelenggaraan Penataan 

Bangunan Gedung untuk kepentingan 

Strategis Provinsi yang terlaksana

Persentase Penyelenggaraan Penataan 

Bangunan dan Lingkungan di Kawasan 

Strategis Provinsi dan Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota yang terlaksana

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

Jumlah tenaga kerja konstruksi yang 

dilatih

1. Jumlah Perangkat Pendukung yang 

tersedia

 

2. Jumlah surat keluar dan surat masuk 

yang terdata

3. Jumlah data Pegawai UPTD yang 

Terinvetaris dengan baik

Terselenggaranya Penataan Bangunan 

dan lingkungan

Meningkatnya Tata Kelola Perkantoran 

dan Kepegawaian UPTD

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

1. Jumlah pelayanan sarana dan 

prasarana perangkat pendukung yang 

digunakan dengan baik

2. Jumlah urusan ketatausahaan yang 

dikelola

 

3. Jumlah administrasi kepegawaian 

yang dikelola

Terlaksananya Penyelenggaraan 

Penataan Bangunan dan Lingkungan

Terselenggaranya pelatihan tenaga 

kerja konstruksi yang dilaksanakan

Tersedianya Penyediaan Perangkat 

Pendukung dan Dokumen Kepegawaian 

MENINGKATNYA PERTUMBUHAN DAN 
PERKEMBANGAN EKONOMI

1. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI 
2. PENDAPATAN PER KAPITA 

3. INDEKS WILLIAMSON

MENINGKATNYA PEMERATAAN PENDAPATAN DAN 
PENGURANGAN KEMISKINAN

1. TINGKAT KEMISKINAN 
2. GINI RATIO 

MENINGKATNYA PEMBANGUNAN EKONOMI 
SEKTOR PARIWISATA

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga 
berlaku (18) 

MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA 
PENDUKUNG PARIWISATA

PERSENTASE DESTINASI WISATA YANG DIDUKUNG OLEH SARANA 
DAN PRASARANA YANG MEMADAI

MENURUNNYA TINGKAT 
PENGANGGURAN

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (18)

MENINGKATNYA PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA

PERSENTASE PENURUNAN KASUS PHK 

MENINGKATNYA KUALITAS 
TENAGA KERJA

PERSENTASE TENAGA KERJA YANG MEMILIKI 
SERTIFIKAT KOMPETENSI (18)

MENINGKATNYA KETERSEDIAAN AMENITAS 
KAWASAN PARIWISATA

PERSENTASE DESTINASI WISATA YANG DIDUKUNG 
OLEH AMENITAS YANG MEMADAI

CROSS CUTTING
DITJEN BINA KONSTRUKSI 

KEMENTERIAN PUPR,
DINAS PUPR KABUPATEN/KOTA.

DITJEN BINA KONSTRUKSI 
KEMENTERIAN PUPR,

DINAS PUPR KABUPATEN/KOTA.

Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, 
Dinas Perkim Kabupaten/Kota, Dinas 

Perkim Kabab Kota

CROSS CUTTING
Ditjen Cipta Karya 

Kementerian PUPR, Dinas 
Perkim Kabupaten/Kota, 
Dinas Perkim Kab/Kota



Meningkatnya Kinerja Pengembangan Air Minum 

Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi

INDIKATOR KINERJA

Jumlah Infrastruktur SPAM di Kawasan 

Strategis Provinsi yang terbangun

Meningkatnya Akses Layanan Air Minum  Regional

INDIKATOR KINERJA

1. Persentase Rumah Tangga dengan Akses

    Air Minum Layak

2. Persentase Kapasitas yang Dapat Terlayani 

     Melalui  Penyaluran Air Minum Curah Lintas 

     Kabupaten/Kota Terhadap Kebutuhan 

     Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan 

     Pelayanan Air Minum Curah Lintas  

     Kabupaten/Kota

Meningkatnya kinerja pengelolaan dan 

pengembangan SPAM
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan 

Pengendalian Penyelenggaraan Air Minum

INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA

1. Jumlah kegiatan peningkatan 

kapasitas lembaga SPAM

2. Jumlah pembinaan pengelolaan SPAM 

kab/kota

Jumlah dokumen perencanaan dan 

pengendalian Penyelenggaraan Air Minum

Terselenggaranya Program Pengelolaan 

dan Pengembangan Sistem Penyediaan 

Air Minum

Tersusunnya Dokumen Rencana, Kebijakan, 

Strategi dan Teknis Air Minum Provinsi Sumatera 

Selatan

Terselenggaranya pembangunan 

Infrastruktur SPAM di Kawasan 

Strategis Provinsi

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

1. Jumlah kab/kota yang mendapatkan 

fasilitasi kerjasama SPAM

2. Jumlah lembaga (BUMD) air minum 

yang mendapatkan pembinaan

3. Jumlah dokumen perencanaan SPAM 

yang di legalisasi

Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi 

dan Teknis Air Minum Provinsi Sumatera Selatan 

Jumlah Prasarana Air Minum di Kawasan 

Strategis Provinsi yang dibangun

Terlaksananya peningkatan kapasitas 

BUMD Air Minum

Terlaksananya pembinaan pengelolaan 

SPAM Kabupaten/Kota 

Jumlah Prasarana Air Minum di Kawasan 

Strategis Provinsi yang dibangun

Tersedianya dokumen administrasi 

Penyusunan Dokumen Rencana, 

Kebijakan, Strategi dan Teknis Air 

Minum Provinsi Sumatera Selatan

1. Jumlah dokumen teknis peningkatan 

kapasitas BUMD Air Minum

2. Jumlah dokumen administrasi 

peningkatan kapasitas BUMD Air Minum

1. Jumlah dokumen teknis pembinaan 

pengelolaan SPAM Kabupaten/Kota

2. Jumlah dokumen administrasi 

pembinaan pengelolaan SPAM 

Kabupaten/Kota

1. Jumlah dokumen kontrak yang 

tersusun

2.  Jumlah dokumen Teknis yang 

tersusun

3. Jumlah dokumen administrasi yang 

tersusun

Jumlah dokumen administrasi 

Penyusunan Dokumen Rencana, 

Kebijakan, Strategi dan Teknis Air 

Minum Provinsi Sumatera Selatan

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA

MENINGKATNYA PEMERATAAN PENDAPATAN DAN 

MENINGKATNYA PERLUASAN AKSES DAN 
KESEMPATAN TERHADAP PELAYANAN 

PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 
2. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER
3. INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA

Tersusunnya Dokumen 
Sinkronisasi dan Koordinasi 

Pembinaan Pengelolaan Sistem 
Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Kabupaten/ Kota

INDIKATOR KINERJA

Jumlah laporan kegiatan 
sinkronisasi dan koordinasi 
Pembinaan Pengelolaan SPAM 
Kabupaten/Kota

CROSS CUTTING

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
PROVINSI

DINAS KESEHATAN PROVINSI,
DINAS PERKIM KAB/KOTA,

BPMD KAB/KOTA.

Tersedianya data teknis 
Penyusunan Dokumen Rencana, 

Kebijakan, Strategi dan Teknis Air 
Minum Provinsi Sumatera Selatan

INDIKATOR KINERJA

Jumlah dokumen data teknis
Penyusunan Dokumen Rencana, 

Kebijakan, Strategi dan Teknis Air 
Minum Provinsi Sumatera Selatan

DITJEN AIR MINUM KEMENTERIAN PU, 
SUBDIT BUMD AIR MINUM DAN SANITASI 
KEMENDAGRI, DINAS PERKIM KAB/KOTA, 
DINAS PUPR KAB/KOTA, PDAM KAB/KOTA

BAPPENAS, DITJEN AIR MINUM KEMENTERIAN PU, 
BAPPEDA, DINAS PERKIM KAB/KOTA, DINAS PUPR 

KAB/KOTA,
PDAM KAB/KOTA

DINAS PERKIM KAB/KOTA, DINAS PUPR 
KAB/KOTA



Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman

INDIKATOR KINERJA

1. Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 ha 

    yang ditangani

2. Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi 

PSU

1. Jumlah dokumen data koordinasi 

Pokja PKP yang tersusun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Jumlah dokumen data Rencana 

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 

Permukiman Kumuh Perkotaan 

(RP2KPKP)/ RP2KPKPK)                                                                         

3. Jumlah dokumen sosialisasi dan data 

Rencana Pembangunan dan 

Pengembangan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (RP3KP)                                                          

4. Jumlah dokumen data Sosialisasi  

Penyusunan Peraturan Gubernur 

Perumahan dan Kawasan Permukiman                                                                                                                   

5. Jumlah dokumen data   Penyusunan 

Gubernur  Kawasan siap Bangun                                                                                                                                                                     

6. Jumlah dokumen data Sosialisasi  

penyusunan Peraturan Gubernur 

tentang Standar Pelayanan Minimal 

Terlaksananya Rumah Tangga bagi  

masyarakat Terdampak 

Program/Peremajaan/Permukiman 

Kembali yang mendapatkan Fasilitas 

Bantuan Penyediaan Rumah

Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi 

dan Sinkronisasi  Pengendalian 

Pemugaran/Peremajaan/Permukiman 

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

1. JumlahLaporan Hasil Kegiatan 

Program/Peremajaan/Permukiman 

Kembali Kawasan Permukiman Kumuh 

Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah

2. Jumlah Peserta yang mengikuti 

Program/Peremajaan/Permukiman 

Kembali Kawasan Permukiman Kumuh 

Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah

Jumlah Laporan Data Hasil Koordinasi 

dan Sinkronisasi Pengendalian 

Pemugaran/Peremajaan/Permukiman 

Kembali Permukiman Kumuh                                                  

- Membuat Laporan hasil survey

- Membuat laporan hasil koordinasi 

tentang permukiman kawasan kumuh  

Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi 

dan Sinkronisasi Jerjaring Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Terlaksana dan Tersedianya Dokumen 

Hasil  Perbaikan Rumah Tidak Layak 

Huni beserta PSU dalam Kawasan 

Permukiman 

Jumlah Laporan  Hasil Koordinasi dan 

Sinkronisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Membuat laporan koordinasi terkait 

regulasi/peraturan terbaru kawasan 

kumuh                                                                                                                                                               

- Membuat laporan hasil koordinasi 

tentang mengintegritasikan 

penanganan kawasan kumuh                                                      

Jumlah Dokumen Hasil Perbaikan 

Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU 

dalam Kawasan Permukiman 

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

1. Jumlah Laporan Hasil  Kegiatan 

Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh 

dan Berkembangnya Permukiman 

Kumuh di Kab/Kota

2. Jumlah Peserta yang mengikuti 

Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh 

dan Berkembangnya Permukiman 

Kumuh Kota/kab

1. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan 

Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan 

Rumah Sehat dan Layak Huni 

2. Jumlah Peserta yang mengikuti 

kegiatan Kesadaran Keluarga dalam 

Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak 

Huni 

Jumlah Laporan Data Hasil Koordinasi 

dan Sinkronisasi Pengendalian 

Pemugaran/Peremajaan/Permukiman 

Kembali Permukiman Kumuh                                                 

- Pengumpulan data calon penerima 

bantuan RTLH

- Pengumpulan data Readiness kriteria 

Rumah Tidak Layak Huni

- Membuat Laporan hasil survey  

INDIKATOR KINERJA

Luas kawasan kumuh yang terlayani 

infrastruktur 

INDIKATOR KINERJA

Tersedianya Data Perencanaan Permukiman 

Kumuh

Jumlah Data Perencanaan Permukiman Kumuh

Tertanganinya kawasan kumuh 

kewenangan Provinsi

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

1. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan 

Pembinaan Kelompok Swadaya                                                                                                                                                                                                                                        

Masyarakat di Kab/Kota

2. Jumlah Peserta yang mengikuti 

Pembinaan Kelompok Swadaya                                                                                                                                                                                                                                                           

Masyarakat kab/kota

Terlaksananya Sistem Layanan 

Informasi dan Komunikasi Bidang PKP

Terlaksananya kegiatan Kesadaran 

Keluarga dalam Mewujudkan Rumah 

Sehat dan Layak Huni

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

Jumlah Data dan Layanan Informasi dan 

Komunikasi Bidang PKP

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan 

Kelompok Swadaya Masyarakat

Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi 

dan Sinkronisasi Pengendalian 

Pemugaran/Peremajaan/Permukiman 

Kembali Permukiman Kumuh dan 

Berkembangnya Rumah Tidak Layak 

Huni

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

Terlaksananya Kegiatan Penyadaran 

Publik Pencegahan Tumbuh dan 

Berkembangnya Permukiman Kumuh

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

Jumlah Penerbitan Regulasi Hasil 

Laporan Rapat Koordinasi yang 

dilaksanakan

Jumlah Orang yang mengikuti rapat 

Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh 

dan Berkembangnya Permukiman 

Kumuh

Meningkatnya Sistem Layanan 

Informasi dan Komunikasi Bidang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Meningkatnya Jumlah Kesadaran 

Keluarga dalam Mewujudkan Rumah 

Sehat dan Layak Huni

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

Jumlah Laporan Hasil Sistem Informasi 

berbasis GIS

Jumlah rumah tangga yang terfasilitasi 

Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam 

Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak 

Huni

Tersedianya Penerbitan Dokumen 

Kebijakan Bidang PKP

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 

Sinkronisasi  Kawasan Permukiman

Jumlah Dokumen kerjasama Perbaikan 

Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU 

dalam Kawasan Permukiman 

 Jumlah Pelaksanaan Peremajaan 

Kawasan Permukiman Kumuh 

Meningkatnya Jumlah Kelompok 

Swadaya Masyarakat yang 

Berkoordinasi

Meningkatnya Koordinasi dan 

Sinkronisasi Terhadap Pengendalian 

Pemugaran/Peremajaan/Permukiman 

Kembali Rumah Tidak Layak Huni

Meningkatnya Jumlah Rumah Tidak 

Layak Huni dengan Luas 10 (Sepuluh) 

Ha Sampai dengan dibawah 15 (Lima 

Belas) Ha

Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga 

bagi  masyarakat Terdampak 

Program/Peremajaan/Permukiman 

Kembali Kawasan Permukiman Kumuh

Meningkatnya Koordinasi dan 

Sinkronisasi Terhadap Pengendalian 

Pemugaran/Peremajaan/Permukiman

Meningkatnya kualitas infrastruktur 

pada kawasan kumuh kewenangan 

Provinsi

Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang 

Mendapatkan Penyadaran terhadap 

Pencegahan Tumbuh dan 

Berkembangnya Permukiman Kumuh

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

Terbangunnya Sarana dan Prasarana 

Utilitas di Kawasan Kumuh kewenangan 

Provinsi

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

1. Jumlah Luasan Pemugaran Kumuh 

yang terbangun

2. Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penyelenggaraan 

Pemugaran Kawasan Permukiman

3. Jumlah dokumen/laporan Pemugaran 

kawasan kumuh dengan luas 10 

(sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) 

Ha                                                                                        

4. Jumlah dokumen rencana Tapak (Site 

Plan) dan DED

1. Jumlah Luasan Peremajaan 

Permukiman Kumuh yang terbangun                                              

2. Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penyelenggaraan 

Peremajaan Kawasan Permukiman                                    

3. Jumlah dokumen/laporan 

Peremajaan kawasan kumuh dengan 

luas 10 (sepuluh) sampai dengan 15 

(lima belas) Ha                                              

Terbangunnya Sarana dan Prasarana 

Utilitas di Kawasan Kumuh kewenangan 

Provinsi

Meningkatnya Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penyelenggaran Kawasan 

Permukiman

Terlaksanya kerjasama Perbaikan 

Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU 

dalam Kawasan Permukiman dengan 

Luas 10 (sepuluh ) Ha sampai dengan di  

Bawah 15 (lima belas) Ha

Meningkatnya kualitas infrastruktur 

pada kawasan kumuh kewenangan 

Provinsi

Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat 

yang dibina

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pengendalian 

Pemugaran/Peremajaan/Permukiman 

Kembali Permukiman Kumuh dan 

Berkembangnya Rumah Tidak Layak 

Huni

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam 

Kawasan Kumuh yang Diperbaiki

Jumlah Rumah Tangga Yang terfasilitasi 

Bantuan Penyediaan Rumah

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pengendalian 

Pemugaran/Peremajaan/Permukiman 

Kembali Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai 

dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha

 Jumlah Pelaksanaan Pemugaran 

Kawasan Permukiman Kumuh 

Meningkatnya Penerbitan Regulasi dan 

Pemahaman  Terhadap Kebijakan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman

MENINGKATNYA DERAJAT 
KESEHATAN MASYARAKAT

USIA HARAPAN HIDUP

MENINGKATNYA AKSES TERHADAP INFRASTRUKTUR DASAR

1. PERSENTASE SATUAN PERMUKIMAN YANG SUDAH DILENGKAPI PSU
2. PERSENTASI LUAS KAWASAN KUMUH 10 – 15 HA YANG DITANGANI (18)

MENINGKATNYA CAKUPAN 
INFRASTRUKTUR AIR MINUM 

YANG LAYAK

1.Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses AIir 
Minum Layak;

2. Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui 
penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota 

terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang 
memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kota 

;

DITJEN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR,
DINAS PERKIM KAB/KOTA

DITJEN CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR,
DINAS PERKIM KAB/KOTA

Terlaksananya kegiatan Rumah 
Tidak Layak Huni dalam Kawasan 

Kumuh yang Diperbaiki

INDIKATOR KINERJA

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 
dalam Kawasan Kumuh dengan Luas 
10 (Sepuluh) Ha Sampai dengan 
dibawah 15 (Lima Belas) Ha 
Diperbaiki

CROSS 

CUTTING

DITJEN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR,
DITJEN CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR,

DINAS PERKIM KAB/KOTA,



Meningkatnya Akses Layanan Sanitasi Regional

INDIKATOR KINERJA

1. Persentase Rumah Tangga dengan Akses

    Sanitasi Layak

2. Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah 

     Domestik oleh SPAL Regional

Meningkatnya Akses Layanan Sanitasi

INDIKATOR KINERJA

1. Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah 

     Domestik oleh SPAL Regional;

2.Jumlah Kabupaten / Kota Yang 

     Mengoperasionalkan IPLT.

INDIKATOR KINERJA

1. Jumlah Data Perencanaan PSU 

    Permukiman

2. Jumlah Dokumen Koordinasi dan 

    Monitoring PSU Permukiman

3. Jumlah PSU Permukiman yang 

    terbangun

Meningkatnya kinerja pengelolaan dan 

pengembangan sanitasi

INDIKATOR KINERJA

1. Jumlah Pembinaan Pengembangan 

Sanitasi

2.  Jumlah Infrastruktur Sanitasi di 

Permukiman di Kawasan Strategis 

Daerah Provinsi

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya kinerja pengelolaan dan 

pengembangan sanitasi

1. Jumlah Pembinaan Pengembangan 

Sanitasi

2.  Jumlah Infrastruktur Sanitasi di 

Permukiman di Kawasan Strategis 

Daerah Provinsi

Tersusunnya Dokumen Rencana, 

Kebijakan, Strategi dan Teknis Sanitasi 

Provinsi Sumatera Selatan

INDIKATOR KINERJA

Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, 

Strategi dan Teknis Sanitasi Provinsi 

Sumatera Selatan 

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan 

Pengendalian Penyelenggaraan Sanitasi

INDIKATOR KINERJA

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan 

Pengendalian Penyelenggaraan Sanitasi

INDIKATOR KINERJA

Jumlah dokumen perencanaan dan 

pengendalian Penyelenggaraan sanitasi
Jumlah dokumen perencanaan dan 

pengendalian Penyelenggaraan sanitasi

Terselenggaranya Pembangunan 

Infrastruktur Persampahan di Kawasan 

Strategis Provinsi

Terlaksananya pembinaan 

pengembangan sanitasi

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

Tersedianya PSU Permukiman di 

Kecamatan 17 Kab/Kota

Tersedianya data teknis Penyusunan 

Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi 

dan Teknis Sanitasi Provinsi Sumatera 

Selatan

INDIKATOR KINERJA

Jumlah dokumen data teknis 

Penyusunan Dokumen Rencana, 

Kebijakan, Strategi dan Teknis Sanitasi 

Provinsi Sumatera Selatan

Tersedianya dokumen administrasi 

Penyusunan Dokumen Rencana, 

Kebijakan, Strategi dan Teknis Sanitasi 

Provinsi Sumatera Selatan

Tersedianya laporan pelaksanaan 

pembinaan pengembangan sanitasi

Jumlah kab/kota yang mendapatkan 

pendampingan 

1. Jumlah dokumen kontrak yang 

tersusun

2.  Jumlah dokumen Teknis yang 

tersusun

3. Jumlah dokumen administrasi yang 

tersusun

Terlaksananya pembinaan 

pengembangan sanitasi

INDIKATOR KINERJA

Terselenggaranya Pembangunan 

Infrastruktur Air Limbah di Kawasan 

Strategis Provinsi

INDIKATOR KINERJA

Jumlah kab/kota yang mendapatkan 

pendampingan 

Jumlah Rumah Tangga yang terlayani  

Sub Sistem Pengolahan Setempat di 

Kawasan Strategis Provinsi

Tersusunnya Dokumen Rencana, 

Kebijakan, Strategi dan Teknis Sanitasi 

Provinsi Sumatera Selatan

INDIKATOR KINERJA

Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, 

Strategi dan Teknis Sanitasi Provinsi 

Sumatera Selatan 

Terselenggaranya Pembangunan 

Infrastruktur Air Limbah di Kawasan 

Strategis Provinsi

INDIKATOR KINERJA

Jumlah Rumah Tangga yang terlayani  

Sub Sistem Pengolahan Setempat di 

Kawasan Strategis Provinsi

Jumlah TPS-3R  yang terbangun di 

Kawasan Strategis Provinsi

INDIKATOR KINERJA

Terinvetarisnya data Perencanaan PSU 

Permukiman

Jumlah dokumen data teknis 

Penyusunan Dokumen Rencana, 

Kebijakan, Strategi dan Teknis Sanitasi 

Provinsi Sumatera Selatan

Tersedianya dokumen administrasi 

Penyusunan Dokumen Rencana, 

Kebijakan, Strategi dan Teknis Sanitasi 

Provinsi Sumatera Selatan

INDIKATOR KINERJA

Jumlah dokumen administrasi 

Penyusunan Dokumen Rencana, 

Kebijakan, Strategi dan Teknis Sanitasi 

Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah dokumen administrasi 

Penyusunan Dokumen Rencana, 

Kebijakan, Strategi dan Teknis Sanitasi 

Provinsi Sumatera Selatan

1. Jumlah laporan pelaksanaan PPSP

2. Jumlah laporan pelaksanaan Program 

PPMU (Provincial Project Management 

Unit) PCSP (Palembang City Seweredge 

Project)

3. Jumlah laporan Sinkronisasi dan 

Koordinasi Pembinaan Pengembangan 

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 

(SPALD) Kabupaten/Kota

1. Jumlah dokumen kontrak yang 

tersusun

2.  Jumlah dokumen Teknis yang 

tersusun

3. Jumlah dokumen administrasi yang 

tersusun

Tersedianya data teknis Penyusunan 

Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi 

dan Teknis Sanitasi Provinsi Sumatera 

Selatan

Tersedianya TPS-3R di Kawasan 

Strategis Provinsi

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

Jumlah dokumen data DED (KAK, HPS, 

Rancangan Kontrak) PSU Permukiman 

yang tersusun

Tersedianya Sub Sistem Pengolahan 

Setempat di Kawasan Strategis Provinsi

Terselenggaranya Pembangunan 

Infrastruktur Persampahan di Kawasan 

Strategis Provinsi

INDIKATOR KINERJA

Jumlah TPS-3R  yang terbangun di 

Kawasan Strategis Provinsi

Jumlah koordinasi dan monitoring PSU 

Permukiman

Terpenuhinya Data Perencanaan PSU 

Permukiman

Terpenuhinya PSU Permukiman Bagi 

Masyarakat

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

Terlaksananya Koordinasi dan 

Monitoring PSU Permukiman

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

Jumlah PSU (Kecamatan) Kawasan 

Permukiman yang Terbangun

Jumlah koordinasi dan monitoring PSU 

(Kecamatan) Permukiman

Terawasinya Pelaksanaan Kegiatan PSU 

Kawasan Permukiman

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

Terpenuhinya Koordinasi dan 

Monitoring PSU Permukiman

Jumlah dokumen data Perencanaan PSU 

Permukiman yang tersusun

Jumlah PSU Permukiman yang 

terbangun

TERWUJUDNYA SUMATERA SELATAN UNGGUL DAN TERDEPAN
Indikator :

1. INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF
2. GOVERNMENT EFFECTIVENESS INDEX

MENINGKATNYA KUALITAS AIR

INDEKS KUALITAS AIR (IKA)

MENINGKATNYA PENGELOLAAN SANITASI LINGKUNGAN

1. AKSES SANITASI LAYAK
2. RASIO PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH DOMESTIK OLEH SPAL REGIONAL

MENINGKATNYA KUALITAS PENGOLAHAN AIR LIMBAH 
RUMAH TANGGA

1. JUMLAH KAB/KOTA YANG MENGOPERASIONALKAN IPLT
2. PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGAKSES JAMBAN SEHAT 
3. Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional 

MENURUNNYA EMISI SEKTOR LIMBAH

NILAI CAPAIAN PENURUNAN EMISI SEKTOR LIMBAH (JUTA TON CO2) 

CROSS CUTTING

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
DINAS KESEHATAN PROVINSI,

DINAS PERKIM KAB/KOTA,
BPMD KAB/KOTA. CROSS CUTTING

BAPPENAS, DITJEN CIPTA KARYA DIREKTORAT SANITASI 
KEMENTERIAN PU, BPPW SUMSEL, BAPPEDA, DINAS 

PERKIM KAB/KOTA, DINAS PUPR KAB/KOTA

Tersedianya laporan 
pelaksanaan pembinaan 
pengembangan sanitasi

INDIKATOR KINERJA

1. Jumlah laporan pelaksanaan PPSP
2. Jumlah laporan pelaksanaan Program 
PPMU (Provincial Project Management 
Unit) PCSP (Palembang City Seweredge 
Project)
3. Jumlah laporan Sinkronisasi dan 
Koordinasi Pembinaan Pengembangan 
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 
(SPALD) Kabupaten/Kota

Tersedianya Sub Sistem 
Pengolahan Setempat di 

Kawasan Strategis Provinsi

INDIKATOR KINERJA

1. Jumlah dokumen kontrak yang 
tersusun
2.  Jumlah dokumen Teknis yang 
tersusun
3. Jumlah dokumen administrasi 
yang tersusun

Tersedianya TPS-3R di Kawasan 
Strategis Provinsi

INDIKATOR KINERJA

1. Jumlah dokumen kontrak yang 
tersusun
2.  Jumlah dokumen Teknis yang 
tersusun
3. Jumlah dokumen administrasi 
yang tersusun

DITJEN CIPTA KARYA DIREKTORAT 
SANITASI KEMENTERIAN PU, BPPW 

SUMSEL, DINAS LINGKUNGAN 
HIDUP, DINAS KESEHATAN, DINAS 
PMD, DINAS PERKIM KAB/KOTA, 

DINAS PUPR KAB/KOTA

DINAS LINGKUNGAN 
HIDUP, DINAS PU 
KAB/KOTA, DINAS 
PERKIM KAB/KOTA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
DINAS KESEHATAN PROVINSI,

DINAS PERKIM KAB/KOTA,
BPMD KAB/KOTA.

DITJEN CIPTA KARYA DIREKTORAT SANITASI KEMENTERIAN 
PU, BPPW SUMSEL, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, BAPPEDA, 

DINAS PERKIM KAB/KOTA, DINAS PUPR KAB/KOTA

BIRO HUKUM, DINAS LINGKUNGAN 
HIDUP, DINAS PERKIM KAB/KOTA,

DINAS PUPR KAB/KOTA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP, 
DINAS PU KAB/KOTA, DINAS 

PERKIM KAB/KOTA

DINAS PU KAB/KOTA, DINAS 
PERKIM KAB/KOTA

DINAS PU KAB/KOTA, DINAS 
PERKIM KAB/KOTA

KEMENTERIAN PKP,
DITJEN CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR,

DINAS PERKIM KAB/KOTA,
DINAS PU KAB/KOTA



Meningkatnya Jumlah Pengembang Perumahan yang 

Tersertifikasi

INDIKATOR KINERJA

Persentase Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi 

Menengah di Wilayah Provinsi yang Tersertifikasi

Persentase Warga Negara Korban Bencana 

    yang Memperoleh Rumah Layak Huni

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya kebutuhan hunian yang layak 

bagi korban bencana 

Meningkatnya kebutuhan hunian yang layak akibat relokasi 

pemerintah

INDIKATOR KINERJA

Persentase Warga Negara yang Terkena 

    Relokasi Akibat Program Pemerintah 

    Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi 

    Penyediaan Rumah yang Layak Huni

Meningkatnya Orang/ Badan Hukum 

Tingkat Kemampuan Menengah yang 

Tersertifikasi dan Teregistrasi

INDIKATOR KINERJA

Persentase Orang/ Badan Hukum 

Tingkat Kemampuan Menengah yang 

Tersertifikasi dan Teregistrasi

Terpenuhinya Rumah warga negara 

Korban Bencana

INDIKATOR KINERJA

1. Jumlah Kebutuhan Data Penyediaan 

dan Rehabilitasi rumah bagi korban 

bencana

2. Jumlah Sosialisasi Pelayanan Rumah 

bagi Korban Bencana

3. Jumlah Kebutuhan Rumah Bagi 

Korban Bencana

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan

Registrasi Pengembang Perumahan 

Dengan

Kualifikasi Menengah

1. Jumlah rehabilitasi rumah yang 

terkena dampak relokasi akibat program

2. Jumlah rumah yang terbangun bagi 

yang terkena dampak relokasi akibat 

program pemerintah

Jumlah Pengembang Yang Tersertifikasi 

dan Teregistrasi

Terlaksananya pembangunan dan 

rehabilitasi bagi rumah yang terkena 

dampak relokasi akibat program 

pemerintah

Terlaksananya Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan 

Registrasi Pengembang Perumahan 

dengan Kualifikasi Menengah

Terpenuhinya Rumah warga negara 

yang Terdampak Relokasi akibat 

Program Pemerintah

INDIKATOR KINERJA

1. Jumlah Kebutuhan Data Penyediaan 

dan Rehabilitasi bagi rumah yang 

terkena dampak relokasi akibat program 

pemerintah

2. Jumlah Sosialisasi Pelayanan bagi 

rumah yang terkena dampak relokasi 

akibat program pemerintah

3. Jumlah Kebutuhan Rumah bagi 

Masyarakat yang terkena dampak 

relokasi akibat program pemerintah

Terpenuhinya Kebutuhan Rumah bagi 

Masyarakat yang terkena dampak 

relokasi akibat program pemerintah

Tersedianya Sertifikasi dan Registrasi 

Pengembang Perumahan dengan 

Kualifikasi Menengah

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

Jumlah laporan sosialisasi berdasarkan 

standar teknis pelayanan rumah yang 

terkena dampak relokasi akibat program 

pemerintah yang terlaksana

Jumlah SDM yang tersosialisasi 

berdasarkan standar teknis

pelayanan rumah yang terkena

dampak relokasi akibat program 

pemerintah yang terlaksana

Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan bagi 

rumah yang terkena dampak relokasi 

akibat program pemerintah

Terpenuhinya Sosialisasi Pelayanan bagi 

rumah yang terkena dampak relokasi 

akibat program pemerintah

INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA

1. Jumlah laporan sosialisasi standar

     teknis penyediaan dan rehabilitasi

     rumah kepada masyarakat/   

     sukarelawan tanggap bencana

2. Jumlah SDM pada Tim Fasilitator 

    yang terbentuk

Jumlah rumah terbangun bagi 

masyarakat yang terkena dampak 

relokasi akibat program pemerintah

Jumlah dokumen data penyediaan dan 

rehabilitasi bagi rumah yang terkena 

dampak relokasi akibat program 

pemerintah berdasarkan tingkat 

kerusakan rumah yang tersusun

Terpenuhinya Kebutuhan Data 

Penyediaan dan Rehabilitasi bagi rumah 

yang terkena dampak relokasi akibat 

program pemerintah

INDIKATOR KINERJA

Terlaksananya pembangunan dan 

rehabilitasi rumah bagi korban bencana

INDIKATOR KINERJA

1. Jumlah rumah bagi korban bencana 

     yang direhabilitasi

2. Jumlah rumah bagi korban bencana 

     yang terbangun

3. Jumlah kegiatan pelaksanaan 

    pembagian rumah bagi korban 

    bencana provinsi

Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Bagi 

Korban Bencana

INDIKATOR KINERJA

1. Jumlah rumah bagi korban 

    bencana yang direhabilitasi

2. Jumlah rumah bagi korban 

    bencana yang terbangun

Jumlah dokumen data penyediaan dan 

rehabilitasi rumah korban bencana yang 

tersusun

1. Jumlah SDM yang tersosialisasi

     berdasarkan standar teknis

     penyediaan dan rehabilitasi rumah

     bencana yang terlaksana

2. Jumlah SDM pada Tim Fasilitator 

    yang terbentuk

Terpenuhinya Kebutuhan Data 

Penyediaan dan Rehabilitasi rumah bagi 

korban bencana

Terpenuhinya Sosialisasi Pelayanan 

Rumah bagi Korban Bencana

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

Terlaksananya sosialisasi pelayanan 

rumah korban bencana

INDIKATOR KINERJA

MENINGKATNYA PELESTARIAN LINGKUNGAN 
HIDUP & MENURUNKAN RISIKO BENCANA

1. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 
2. PERSENTASE PENURUNAN EMISI GRK

3. INDEKS RISIKO BENCANA SUMSEL

MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN

INDEKS REFORMASI DAN BIROKRASI

MENINGKATNYA KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA 
PELAYANAN PUBLIK

PERSENTASE KETERSEDIAAN SAPRAS PELAYANAN PUBLIK
CUKUP DAN TERSTANDAR

MENINGKATNYA JENIS PELAYANAN PUBLIK 
YANG EFEKTIF

PERSENTASE JENIS PELAYANAN PUBLIK YANG 
MENERAPKAN SOP

MENURUNNYA TINGKAT 
KERENTANAN BENCANA 

PERSENTASE PENURUNAN TINGKAT 
KERENTANAN BENCANA 

MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP 
MASYARAKAT DI DAERAH PASCA BENCANA, 

MELALUI PERCEPATAN PENYELESAIAN 
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH 

PASCA BENCANA 

PERSENTASE PEMULIHAN MASYARAKAT DI WILAYAH 
PASCA BENCANA 

TERSELENGARANYA PERBAIKAN RUMAH PENDUDUK 
PASCA BENCANA

PERSENTASE WARGA NEGARA KORBAN BENCANA YANG 
MEMPEROLEH RUMAH LAYAK HUNI

Terlaksananya pendataan 
rumah bagi korban bencana

INDIKATOR KINERJA

Jumlah dokumen data
rumah korban bencana

kejadian sebelumnya yang belum
tertangani

Kementerian PKP,
BPBD PROVINSI, 

BPBD KAB/ KOTA,
DINAS PERKIM KAB/KOTA

Terlaksananya pendataan Rumah yang 
terkena dampak relokasi akibat program 

pemerintah

INDIKATOR KINERJA

Jumlah dokumen hasil pendataan 
rumah terkena relokasi program 
pemerintah berdasarkan tingkat 
kerusakan rumah yang tersusun

Kementerian PKP,
DINAS PERKIM KAB/KOTA

CROSS CUTTING

Kementerian PKP,
BPBD PROVINSI, 

BPBD KAB/ KOTA,
DINAS PERKIM KAB/KOTA

CROSS CUTTING

Kementerian PKP,
DINAS PERKIM KAB/KOTA

KEMENTERIAN PUPR, 
PEMKAB/PEMKOT

CROSS CUTTING

KEMENTERIAN PUPR, 
PEMKAB/PEMKOT


